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ABSTRACT 

Abdur Rahman, November 22, 2025, Implementation of Regional Regulation Number 2 of 2009 concerning the 

Implementation of Population Administration and Civil Registration at the Palembang City Population and Civil 

Registration Office (Case Study Article 4) Public Administration Department, Satya Negara Palembang College of 

Administrative Sciences (STIA). Primary Supervisor: Tarmizi Endrianto, S.Sos., M.Si., and Assistant Supervisor: M. 

Sattarudin, S.Sos., M.Si. 

The implementation of Regional Regulation Number 2 of 2009 is a strategic step in managing population 

administration and civil registration in Palembang City. This study aims to analyze in depth how the Palembang City 

Population and Civil Registration Office implements the provisions contained in Article 4 of the regulation. 

In this context, the implementation of the supervisory function is a very important element. Research shows that 

a good understanding and application of the oversight function can improve the effectiveness of implemented policies. 

Furthermore, inter-agency coordination and employee understanding of regulations also contribute significantly to the 

quality of public services provided. 

The results of this study also revealed that challenges remain in the implementation of Regional Regulation No. 

2 of 2009, Article 4. These include a lack of training and dissemination of regulations to employees. Therefore, a more 

comprehensive strategy is needed to strengthen employee capacity, including training programs and increasing 

understanding of applicable regulations. 

Based on this analysis, it can be concluded that to improve the implementation of Regional Regulation No. 2 of 

2009, Article 4, it is crucial for the Palembang City Population and Civil Registration Office to strengthen employee 

discipline and ensure that all administrative procedures are carried out in accordance with established provisions. This 

will ensure optimal and sustainable public service. 

Keywords: Implementation, Population Administration 

A. PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Administrasi kependudukan merupakan aspek 

fundamental dalam pengelolaan data dan informasi 

penduduk yang memiliki dampak luas terhadap 

berbagai sektor kehidupan. Di era globalisasi dan 

digitalisasi saat ini, keberadaan data yang akurat 

dan terintegrasi menjadi sangat penting bagi 

pemerintah dalam merencanakan dan 

melaksanakan kebijakan pembangunan. Menurut 

Suharto (2018:45), data kependudukan yang baik 

tidak hanya membantu dalam perencanaan 

pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan 

kesehatan, tetapi juga mendukung pengambilan 

keputusan yang berbasis data. 

Kepemilikan dokumen kependudukan yang 

valid, seperti KTP, akta kelahiran, dan dokumen 

sipil lainnya, memberikan hak dan akses kepada 

masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Sari (2020:102) yang 

menyatakan bahwa administrasi kependudukan 

yang baik dapat meningkatkan akses masyarakat 

terhadap layanan dasar dan mendorong partisipasi 

aktif dalam pembangunan. 

Lebih jauh lagi, administrasi kependudukan 

yang efisien dapat meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas pemerintah. Menurut Arifin 

(2021:78), sistem administrasi kependudukan yang 

efisien adalah kunci untuk mengoptimalkan 

intervensi pemerintah dalam pengentasan 

kemiskinan dan menciptakan kepercayaan antara 

pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, 

pentingnya administrasi kependudukan tidak hanya 

terletak pada pengelolaan data, tetapi juga pada 

penciptaan kepercayaan yang mendorong 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

daerah. 

Peraturan Daerah (Perda) memiliki peran yang 

sangat penting sebagai landasan hukum dalam 

penyelenggaraan administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil. Perda Kota Palembang Nomor 2 

Tahun 2009 memberikan kerangka hukum yang 

jelas bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil (Dukcapil) dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya.  
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Perda ini dirancang untuk memberikan 

pedoman yang jelas bagi pelaksanaan administrasi 

kependudukan, termasuk prosedur pendaftaran, 

pengelolaan data, dan pencatatan peristiwa sipil. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Rahardjo 

(2020:58) yang menyatakan bahwa regulasi daerah 

yang baik harus mampu menciptakan kepastian 

hukum dan meningkatkan efektivitas pelayanan 

publik. Dengan adanya Perda, masyarakat dapat 

memahami hak dan kewajibannya dalam proses 

administrasi kependudukan, sehingga partisipasi 

masyarakat dalam pendaftaran kependudukan 

dapat meningkat. 

Lebih jauh, Perda juga menjadi alat kontrol bagi 

pemerintah daerah untuk memastikan bahwa 

layanan administrasi kependudukan berjalan 

dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip 

transparansi dan akuntabilitas. Menurut Hasan 

(2021:77), keberadaan regulasi yang jelas dan 

tegas sangat penting untuk menghindari 

penyimpangan dalam penerapan kebijakan, serta 

untuk memastikan bahwa semua elemen 

masyarakat mendapatkan akses yang sama 

terhadap layanan administrasi kependudukan. 

Meskipun Peraturan Daerah Kota Palembang 

Nomor 2 Tahun 2009 telah dirumuskan dengan 

baik, implementasinya di lapangan sering kali 

menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. 

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan 

sumber daya manusia dan infrastruktur di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).  

Tantangan lainnya adalah tingkat kesadaran 

masyarakat mengenai pentingnya administrasi 

kependudukan. Banyak warga yang belum 

memahami hak dan kewajibannya dalam proses 

pendaftaran, sehingga partisipasi mereka dalam 

administrasi kependudukan masih rendah. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Prasetyo (2021:67) yang 

menjelaskan bahwa sosialisasi yang kurang efektif 

dapat menyebabkan masyarakat merasa tidak 

terlibat dan tidak peduli terhadap pentingnya 

pencatatan sipil dan kependudukan. 
Pasal 4 dari Peraturan Daerah Kota Palembang 

Nomor 2 Tahun 2009 memiliki peranan krusial 

dalam mengatur kewajiban masyarakat untuk 

mendaftarkan peristiwa kependudukan. Pasal ini 

tidak hanya memberikan arahan hukum, tetapi juga 

menekankan pentingnya partisipasi aktif 

masyarakat dalam administrasi kependudukan. 

Menurut Nugroho (2020:52), pemahaman yang 

baik tentang kewajiban pendaftaran ini dapat 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan 

pentingnya kepemilikan dokumen resmi, seperti 

akta kelahiran dan KTP, yang berfungsi sebagai 

identitas hukum. 

Lebih jauh lagi, implementasi Pasal 4 dapat 

memperkuat hubungan antara pemerintah dan 

masyarakat. Ketika masyarakat merasa dilibatkan 

dalam proses administrasi kependudukan, akan 

tercipta kepercayaan yang lebih tinggi terhadap 

pemerintah. Nugroho juga menekankan bahwa 

partisipasi masyarakat dalam administrasi publik 

dapat memperkuat legitimasi pemerintah dan 

meningkatkan efektivitas pelayanan. Oleh karena 

itu, fokus pada Pasal 4 harus dipandang sebagai 

langkah penting untuk menciptakan administrasi 

kependudukan yang lebih baik dan responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(Dukcapil) memiliki peran yang sangat penting 

dalam implementasi Peraturan Daerah Kota 

Palembang Nomor 2 Tahun 2009. Sebagai 

lembaga yang bertanggung jawab, Dukcapil tidak 

hanya mengelola data kependudukan, tetapi juga 

berperan dalam memberikan layanan kepada 

masyarakat terkait pencatatan sipil.  

Salah satu tugas utama Dukcapil adalah 

melakukan sosialisasi mengenai pentingnya 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 

Hal ini sangat penting untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya. 

Lebih lanjut, Dukcapil juga bertanggung jawab 

untuk memastikan bahwa seluruh proses 

administrasi kependudukan berjalan sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup 

pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

administrasi kependudukan di lapangan. 

Hardiyanto (2021:41) menekankan bahwa 

efektivitas pelayanan publik sangat bergantung 

pada kinerja Dukcapil dalam menjalankan tugas 

dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, peran 

Dukcapil sangat strategis dalam mewujudkan 

administrasi kependudukan yang transparan, 

akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat. 

Berdasarkan hasil observasi penulis tanggal 18 

bulan November tahun 2024, maka penulis 

menemukan indikasi masalah yaitu: 

A. Komunikasi 

1. Komunikasi yang tidak memadai dapat 

mengakibatkan ketidakpahaman masyarakat 

mengenai pentingnya administrasi 

kependudukan dan bagaimana cara 

mengakses layanan yang tersedia. 

2. Sosialisasi yang minim tentang peraturan ini 

membuat masyarakat merasa terasing dan 

tidak terlibat dalam pengelolaan data 

kependudukan mereka 
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3. Kurangnya saluran komunikasi yang jelas 

dan aksesibel, sehingga informasi yang 

disampaikan tidak sampai kepada 

masyarakat secara efektif. 

4. Beberapa kelompok masyarakat, terutama di 

daerah terpencil, mungkin tidak memiliki 

akses yang memadai terhadap informasi 

karena keterbatasan infrastruktur teknologi. 

5. Kurangnya pembaruan informasi dapat 

menyebabkan masyarakat mengandalkan 

data lama yang tidak relevan. 

6. Masyarakat dengan latar belakang 

pendidikan memadai mungkin kesulitan 

memahami informasi yang disampaikan, 

terutama jika menggunakan bahasa atau 

istilah teknis. 

B. Sumber Daya 

1. Keterbatasan jumlah tenaga kerja yang 

terlatih di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil sering kali mengakibatkan 

pelayanan yang lambat dan tidak memadai. 

2. Kurangnya infrastruktur yang memadai, 

seperti sistem informasi yang terintegrasi 

dan perangkat teknologi yang modern, 

membuat pengelolaan data kependudukan 

menjadi lebih sulit. 

3. Banyak petugas yang masih menggunakan 

metode manual dalam pencatatan dan 

pengolahan data, yang berpotensi 

menyebabkan kesalahan dan 

ketidakakuratan informas. 

4. Anggaran yang terbatas untuk pelatihan dan 

pengembangan kapasitas sumber daya 

manusia di bidang administrasi 

kependudukan juga menghambat efisiensi 

operasional. 

5. Minimnya akses terhadap teknologi modern 

untuk pengolahan data, seperti software 

manajemen basis data, menyulitkan 

pengelolaan administrasi kependudukan. 

6. Tanpa pelatihan yang rutin dan relevan, 

petugas tidak dapat meningkatkan 

keterampilan dan pengetahuan mereka. 

C. Birokrasi 

1. Proses birokrasi yang panjang dan rumit 

sering kali mengakibatkan keterlambatan 

dalam pengeluaran dokumen dan layanan 

yang dibutuhkan masyarakat. 

2. Banyak warga yang merasa frustasi karena 

harus melalui berbagai tahapan dan prosedur 

yang tidak efisien, yang sering kali 

melibatkan banyak instansi dan dokumen 

pendukung. 

3. Adanya regulasi dan kebijakan yang 

tumpang tindih di antara berbagai lembaga 

pemerintah juga dapat menyebabkan 

kebingungan dan ketidakpastian bagi 

masyarakat yang ingin mendapatkan layanan 

kependudukan. 

4. Dalam beberapa kasus, petugas di lapangan 

mungkin tidak memiliki wewenang untuk 

membuat keputusan, sehingga mengharus-

kan mereka untuk merujuk ke tingkat yang 

lebih tinggi, yang hanya memperpanjang 

waktu proses. 

5. Adanya prosedur yang tidak transparan 

dapat menimbulkan ketidakpercayaan. 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang 

tentang administrasi kependudukan memiliki 

dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi 

masyarakat. Ketidakakuratan data kependudukan 

dan rendahnya tingkat partisipasi dalam 

administrasi dapat mengakibatkan marginalisasi 

kelompok tertentu, seperti masyarakat yang kurang 

terdidik atau yang tinggal di daerah terpencil. Hal 

ini dapat mempengaruhi akses mereka terhadap 

layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan 

program sosial lainnya, yang pada gilirannya 

berpotensi memperburuk kondisi sosial dan 

ekonomi mereka.  

Oleh karena itu, penelitian ini akan menilai 

dampak sosial dan ekonomi dari implementasi 

peraturan tersebut terhadap masyarakat. Dengan 

memahami bagaimana kebijakan ini 

mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga, 

terutama kelompok yang rentan, diharapkan dapat 

memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi 

pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas 

layanan administrasi kependudukan. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada 

upaya peningkatan pelayanan publik dan 

kesejahteraan masyarakat di Kota Palembang, serta 

menciptakan administrasi yang lebih transparan 

dan akuntabel. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka 

penulis menarik melakukan penelitian dengan 

judul "Implementasi Peraturan Daerah Kota 

Palembang Nomor 2 Tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Palembang (Studi 

Kasus Pasal 4)". Penelitian ini akan 

mengidentifikasi tantangan-tantangan yang 

dihadapi dalam pelaksanaan peraturan, termasuk 

masalah komunikasi antarinstansi, keterbatasan 

sumber daya manusia dan birokrasi yang dapat 

menghambat efisiensi layanan. 
Rumusan Masalah 
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Rumusan masalah berdasarkan latar belakang 

masalah di atas adalah sebagai berikut. 
1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah 

Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2009 (Studi 

Kasus Pasal 4) dalam penyelenggaraan 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 

serta apa saja indikator yang dapat digunakan 

untuk mengukur keberhasilan kebijakan 

tersebut dalam meningkatkan akses dan kualitas 

layanan bagi masyarakat? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dari 

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 

Tahun 2009 (Studi Kasus Pasal 4) dalam 

penyelenggaraan administrasi kependudukan 

dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil? 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penilitian ini, yang didasarkan pada 

rumusan masalah yang telah diuraikan, adalah 

sebagai berikut. 

1. Menganalisis implementasi Peraturan Daerah 

Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2009 (Studi 

Kasus Pasal 4). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengimplementasi sejauh mana peraturan 

tersebut diterapkan dalam praktik sehari-hari di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Selain itu, penelitian akan mengidentifikasi 

indikator-indikator yang dapat digunakan untuk 

mengukur keberhasilan kebijakan ini, seperti 

waktu pemrosesan dokumen, tingkat kepuasan 

masyarakat, dan aksesibilitas layanan. 

2. Faktor pendukung dari Peraturan Daerah Kota 

Palembang Nomor 2 Tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil (Studi Kasus Pasal 4) 

meliputi kepatuhan hukum, kesadaran 

masyarakat akan pentingnya administrasi, 

sumber daya manusia yang kompeten, 

infrastruktur yang memadai, serta dukungan 

pemerintah dan sosialisasi yang rutin. 

B. LANDASAN TEORI 

Pengertian Implementasi 

Secara etimologis, konsep Implementasi 

menurut kamus Webster berasal dari bahasa 

Inggris, yaitu Implement. Dalam kamus, 

Implementas berarti menyediakan sarana untuk 

melakukan sesuatu dan memiliki efek yang 

sebenarnya. Sedangkan dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, implementasi adalah 

pelaksanaan atau penerapan. Definisi lain dari 

implementasi adalah menyediakan sarana untuk 

melakukan sesuatu yang memiliki efek atau 

pengaruh pada sesuatu. definisi Implikasi atau 

implementasi juga dapat bervariasi menurut para 

ahli. 

Menurut Abdullah (1998:43), ada tiga 

komponen penting dalam implementasi suatu 

kebijaksanaan yang harus selalu ada yaitu : 

1. Adanya program atau kebijakan yang 

dilaksanakan 

2. Target Group, yaitu kelompok masyarakat yang 

menjadi sasaran dan diharapkan anak menerima 

manfaat dari program tersebut, perubahan atau 

peningkatan 

3. Unsur pelaksanaan (implementors), baik 

organisasi maupun perorangan yang bertang-

gung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan 

dan pengawasan dari proses implementasi 

tersebut. 

C. PROSEDUR PENELITIAN 

Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara atau teknik 

untuk mendapatkan informasi dan sumber data 

yang akan digunakan dalam penelitian. Informasi 

atau data ini bisa dalam bentuk apa saja, literatur, 

seperti jurnal, artikel, tesis, buku, koran, dan 

sebagainya. Selain itu, metodologi penelitian bisa 

juga diperoleh melalui media elektronik seperti 

televisi atau radio. Bahkan sumber data bisa juga 

diperoleh dari survei atau wawancara. 

Penulis menggunakan metode kualitatif. 

Metode penelitian kualitatif adalah sebuah 

penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami 

suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami 

dengan mengedepankan proses interaksi 

komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan 

fenomena yang ingin dibahas. 

Menurut para ahli metode penelitian kualitatif: 

1. Menurut Sugiyono (2018:213) metode 

penelitian kualitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi ilmiah 

(eksperimen) dimana peneliti sebagai 

instrumen, teknik pengumpulan data dan di 

analisis yang bersifat kualitatif lebih menekan 

pada makna. 

2. Menurut Deddy Mulyana (2016: 150) metode 

penelitian kualitatif dalam arti penelitian 

kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan 

logika matematis, prinsip angka, atau metode 

statistik. 

Definisi Konsep 

Konsep adalah sebuah istilah atau definisi yang 
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digunakan untuk menggambarkan secara abstrak 

(abstraksi) suatu kejadian, keadaan, kelompok, 

atau individu yang menjadi obyek. Dengan adanya 

konsep, seorang peneliti diharapkan dapat 

menggunakan suatu istilah untuk beberapa 

kejadian yang saling berkaitan. Karena konsep 

juga berfungsi untuk mewakili realitas yang 

kompleks. 

Maka penulis kemukakan definisi konseptual 

masing-masing variabel dari penelitian ini: 

1. Menurut Edward III Implementasi adalah 

proses penerapan kebijakan, keputusan, dan 

rencana yang diambil oleh pemerintah untuk 

mencapai tujuan tertentu. Ini mencakup 

tindakan nyata yang dilakukan untuk 

merealisasikan visi pemerintahan, baik dalam 

bidang militer, ekonomi, maupun sosial.  

2. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil adalah rangkaian kegiatan kegiatan 

penataan dan penertiban dalam penertiban 

dokumen dan data kependudukan melalui 

pendaftaran, pencatatan sipil, pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan sebagai 

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan 

publik dan pembangunan sektor lain. 

Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan penjelasan 

maksud dari istilah yang menjelaskan secara 

operasional mengenai penelitian yang akan 

dilaksanakan. Definisi operasional ini berisi 

penjelasan mengenai istilah istilah yang digunakan 

dalam penelitian. Hal ini sebagaimana 

dikemukakan oleh Komaruddin (1994: 29) bahwa, 

"Definisi istilah adalah pengertian yang lengkap 

tentang sesuatu istilah yang mencakup semua 

unsur yang menjadi ciri utama istilah itu" 

Tabel Definisi Operasional 
Konsep Indikator 

Implementasi 

 

 

(George C. Edward III) 

1. Komunikasi 

2. Sumber Daya 

3. Disposisi (Sikap) 

4. Struktur Birokrasi 

Adminostrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

(Source by Peraturan Daerah 

No. 2 Tahun 2009 Pasal 4) 

1. Koordinasi penyelenggaraan 

2. Pembentukan Instansi Pelaksana Pengaturan teknis penyelenggaraan . 

3. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan 

4. Pelaksanaan kegiatan pelayanan 

5. Penugasan kepada Kelurahan dan Kecamatan 

6. Pengelolann dan penyajian data 

7. Koordinasi pengawasan 

Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian kualitatif adalah individu atau kelompok yang memberikan data dan informasi 

kepada peneliti. Mereka adalah sumber data primer yang digunakan untuk menganalisis dan memahami 

fenomena yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian kualitatif menurut Sugiyono, informan penelitian 

kualitatif bisa berasal dari berbagai latar belakang, seperti individu, kelompok, organisasi, institusi, atau 

komunitas tertentu. Melalui interaksi dan wawancara yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis mengambil 

beberapa informan penelitian sebagai sumber informasi dapat dilihat pada tabel 3 berikut. 

Tabel Informan Penelitian 
No. Sumber Informan Jumlah 

1. Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 1 Orang 

2. Kabid Pengelola Informasi Admin Kependudukan 1 Orang 

3. Pegawai Negeri Sipil 2 Orang 

4. Masyarakat 3 Orang 

Jumlah 7 Orang 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif, proses 

pengumpulan data bergerak dari fakta empiris 

dalam rangka membangun teori. Proses 

pengumpulan data ini meliputi tahap-tahap sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Menurut Nurkancana (1986) observasi adalah 

suatu cara untuk mengadakan penilaian dengan 

jalan mengadakan pengamatan secara langsung 

dan sistematis. 

2. Wawancara 

Menurut Saroso (2017:47) wawancara adalah 

salah satu alat yang paling banyak digunakan 

untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif.. 

3. Dokumen 
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Menurut Endang Danial (2009:79) studi 

dokumentasi adalah mengumpulkan sejumlah 

dokumen yang diperlukan sebagai bahan data 

informasi sesuai dengan masalah penelitian, 

seperti peta, data statistik, jumlah dan nama 

pegawai, data siswa, data penduduk: grafik, 

gambar, surat-surat foto, akte, dsb. 

4. Studi Pustaka 

Menurut Sugiyono (2016) seorang ahli di 

bidang penilitian menjelaskan, studi pustaka 

atau studi kepustakaan adalah suatu kajian 

teoritis, referensi dan literatur ilmiah lainnya 

yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan juga 

norma yang berkembang di situasi sosial yang 

sedang diteliti. 

Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan dalam Hardani, dkk (2020: 

161-162) analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lainnya sehingga mudah dipahami serta 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang 

lain. Analisis menurut Miles dan Huberman (dalam 

Hardani, 2020: 163) dibagi dalam tiga alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga 

alur tersebut adalah reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah 

tersebut meliputi sebagai berikut. 

Analisis data dalam penelitian ini akan 

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Menurut Miles dan Huberman (1992) Reduksi 

data adalah proses merangkum, memilih, 

menyederhanakan, dan memfokuskan data 

mentah yang diperoleh dari lapangan menjadi 

data yang lebih tajam, relevan, dan bermakna. 

2. Penyajian Data 

Menurut Sugiyono (2017:245) menjelaskan 

bahwa penyajian data adalah langkah penting 

dalam penelitian yang bertujuan untuk 

menyajikan data dalam bentuk yang lebih 

mudah dipahami oleh pembaca. Ini dapat 

berupa tabel, grafik, atau diagram.  

3. Penarikan Kesimpulan 

Menurut Kvale (1996) Dalam konteks 

wawancara kualitatif, Kvale menjelaskan 

bahwa penarikan kesimpulan melibatkan 

penafsiran data dalam konteks yang lebih luas, 

termasuk latar belakang sosial dan budaya yang 

mempengaruhi informasi yang diperoleh. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang 

Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Palembang, dengan fokus pada Studi Kasus Pasal 

4. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pelaksanaan administrasi kependudukan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Palembang mengalami berbagai kendala yang 

signifikan. Salah satu isu utama yang 

teridentifikasi adalah ketidakakuratan data 

penduduk yang sering kali menjadi masalah dalam 

penyelenggaraan layanan. 

Melalui pengumpulan data kualitatif yang 

diperoleh dari wawancara dengan berbagai 

stakeholder, termasuk pegawai Dinas dan masyara-

kat yang memanfaatkan layanan, terungkap bahwa 

banyak responden merasa bahwa proses 

administrasi yang ada masih terlalu lambat dan 

birokratis. Beberapa responden menyampaikan 

bahwa mereka sering kali harus menunggu lama 

untuk mendapatkan dokumen yang dibutuhkan, 

yang mengakibatkan ketidakpuasan terhadap 

layanan yang disediakan. 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat 

memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Palembang dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya secara lebih efisien dan efektif. Dengan 

memperhatikan masukan dari masyarakat dan 

stakeholder lainnya, diharapkan kualitas layanan 

dapat ditingkatkan, sehingga mampu memenuhi 

kebutuhan dan harapan masyarakat secara optimal. 

Hasil wawancara dengan informan dari Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan 

bahwa implementasi kebijakan ini masih 

menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. 

Meskipun terdapat komitmen yang kuat dari 

pemerintah daerah untuk menerapkan peraturan 

ini, kendala yang paling mencolok adalah 

kurangnya sumber daya manusia yang memadai 

dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung 

pelaksanaan kebijakan. 

Selain itu, data yang dikumpulkan menunjuk-

kan bahwa meskipun prosedur administrasi 

kependudukan telah ditetapkan dengan jelas, 

kualitas pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat masih perlu ditingkatkan secara 

signifikan. Banyak masyarakat yang mengeluhkan 

waktu tunggu yang lama dalam proses pengurusan 

dokumen dan kesulitan dalam mengakses 

informasi yang dibutuhkan. 
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Dalam pengumpulan data dan informasi, 

penulis juga menggunakan teknik studi pustaka 

yaitu dengan menelaah sumber sumber tertulis 

pada jurnal ilmiah, buku referensi, literatur, 

karangan ilmiah, serta sumber lainnya yang 

terpercaya baik dalam tulisan atu dalam format 

digital yang relavan dan berhubungan dengan 

objek yang sedang diteliti. Untuk melengkapi hasil 

penelitian, teknik terakhir penulis gunakan ialah 

teknik Dokumentasi, dimana penulis melakukan 

penelitian dengan cara mengabdikan setiap momen 

kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk foto. 

Adapun bentuk dokumentasi yang penulis 

kumpulkan antara lainnya berupa bagan struktur 

organisasi, peraturan pemerintah, jadwal kegiatan, 

dan lain sebagainya yang dapat dijadikan sebagai 

bahan penelitian. 

Implementasi Peraturan Daerah Kota 

Palembang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Palembang (Studi 

Kasus Pasal 4) 

Ada 2 konsep yang digunakan oleh penulis 

dalam penelitian ini, yaitu konsep Implementasi 

dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil. Berikut hasil penelitian yang dilakukan 

peneliti. 

1. Implementasi 

Implementasi menurut Syaukani (2006:295) 

ialah merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam 

rangka menghantarkan kebijakan kepada 

masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat 

membawa hasil sebagaimana diharapkan. 

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama 

persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang 

merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. 

Kedua, menyiapkan sumber daya guna 

menggerakkan kegiatan implementasi termasuk 

didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya 

keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang 

bertanggung jawab melaksanakan kebijakan 

tersebut. 

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui 

bahwa proses implementasi kebijakan 

sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku 

badan administratif yang bertangguh jawab untuk 

melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan 

pada diri kelompok sasaran, melainkan 

menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, 

dan social yang langsung atau tidak langsung dapat 

mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang 

terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan 

kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil 

kegiatan pemerintah 

A. Komunikasi 

Menurut Wursanto (2001:31), komunikasi 

adalah proses kegiatan pengoperan/penyampaian 

warta/berita/informasi yang mengandung arti dari 

satu pihak (seseorang atau tempat) kepada pihak 

(seseorang atau tempat) lain dalam usaha 

mendapatkan saling pengertian. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan 

bahwa komunikasi adalah pengiriman atau 

penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau 

lebih dengan cara yang tepat sehingga pesan yang 

dimaksud dapat dipahami; hubungan; kontak. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat 

disampaikan kalau komunikasi antar Pegawai 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Palembang dan juga Penduduk yang ada di 

palembang tersampaikan dengan baik dan benar. 

Dan masyarakat menerima semua informasi yang 

dijelaskan. 

B. Sumber Daya 

Sumber daya adalah segala sesuatu yang dapat 

dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan 

mencapai tujuan tertentu. Ini mencakup berbagai 

bentuk, seperti barang, layanan, modal, dan 

informasi. Sumber daya memainkan peran penting 

dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

dalam berbagai aktivitas, baik dalam ekonomi, 

organisasi, maupun kehidupan sehari-hari. 

Pengelolaan sumber daya yang baik merupakan 

kunci untuk mencapai keberlanjutan dan kemajuan. 

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi 

penulis kepada informan sumberdaya yang sudah 

ditetapkan dari implementasi peraturan daerah 

nomor 02 tahun 2009 sudah terbilang sukses untuk 

sebagian masyarakat. Walaupun sedikit adanya 

kendala pada teknologi website, bisa di kendalikan 

atau dibenarkan. 

C. Disposisi 

Disposisi adalah catatan singkat atau instruksi 

yang diberikan oleh atasan kepada bawahan terkait 

tindak lanjut dari suatu surat atau dokumen. Dalam 

konteks surat menyurat, disposisi berfungsi sebagai 

petunjuk atau arahan mengenai apa yang harus 

dilakukan terhadap surat yang masuk, seperti 

disposisi surat masuk atau surat keluar. 

Berdasarkan hasil wawancara, penulis 

menyimpulkan bahwa kebijakan dalam Peraturan 

Daerah tentang administrasi kependudukan 

disambut positif oleh petugas dan masyarakat, 

dengan pengakuan akan manfaat dalam 

peningkatan pelayanan. Namun, tantangan seperti 
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kebutuhan pelatihan dan akses internet yang tidak 

merata masih ada. Sosialisasi yang efektif dan 

perbaikan infrastruktur sangat diharapkan untuk 

memastikan semua warga dapat memanfaatkan 

layanan ini. Kolaborasi antara pemerintah dan 

masyarakat dianggap penting untuk mengatasi 

tantangan dan mencapai tujuan pelayanan yang 

lebih baik. 

D. Struktur Birokrasi 

Birokrasi adalah sistem organisasi yang 

digunakan untuk mengelola suatu badan atau 

lembaga, terutama dalam pemerintahan, yang 

dicirikan oleh hierarki, aturan, dan prosedur yang 

jelas. Secara sederhana, birokrasi adalah cara kerja 

atau susunan pekerjaan yang memiliki aturan dan 

prosedur, seringkali berjenjang, yang diterapkan 

untuk mencapai tujuan organisasi. 

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat 

memiliki harapan besar terhadap Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mereka 

mengapresiasi struktur organisasi yang membantu 

mempercepat pengurusan dokumen, namun juga 

menginginkan peningkatan komunikasi antara 

petugas dan warga. Harapan untuk transparansi 

informasi dan pengurangan waktu tunggu dalam 

pelayanan menjadi penting agar kepuasan 

masyarakat meningkat. Dengan fokus pada aspek- 

aspek ini, diharapkan pelayanan administrasi 

kependudukan dapat semakin optimal. 

2. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil 

Administrasi kependudukan dan pencatatan 

sipil adalah rangkaian kegiatan penataan dan 

penertiban dalam penerbitan dokumen dan data 

kependudukan. Ini mencakup pendaftaran 

penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi, 

dan pemanfaatannya untuk pelayanan publik serta 

pembangunan. 

Pencatatan Sipil adalah bagian dari administrasi 

kependudukan yang khusus mencatat peristiwa 

penting dalam kehidupan seseorang seperti 

kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian. 

Pencatatan ini dilakukan pada register akta yang 

disediakan oleh pemerintah daerah. 

A. Koordinasi penyelenggaraan 

Peneliti menyimpuli kalau koordinasi 

penyelenggaraan administrasi kependudukan 

dilakukan melalui pertemuan rutin dengan instansi 

terkait untuk memastikan pemahaman tugas dan 

tanggung jawab. Tantangan yang dihadapi meliputi 

kurangnya sumber daya manusia terlatih dan 

keterbatasan infrastruktur teknologi. Solusinya 

adalah mengadakan pelatihan bagi staf dan 

meningkatkan sistem teknologi informasi agar 

proses lebih efisien dan terintegrasi. 

Program sosialisasi dan pelatihan juga 

dilakukan untuk membantu masyarakat memahami 

prosedur pencatatan sipil. Masyarakat 

mengapresiasi pelayanan yang ada, namun 

mengharapkan peningkatan informasi yang jelas 

tentang prosedur dan syarat untuk memudahkan 

akses layanan. 

B. Pembentukan Instansi Pelaksana 

Instansi pelaksana di bidang Administrasi 

Kependudukan bertugas mengelola data 

kependudukan, menerbitkan dokumen resmi 

seperti KTP dan akta kelahiran, serta memberikan 

pelayanan publik. Selain itu, instansi ini juga 

melakukan sosialisasi tentang administrasi 

kependudukan, bekerja sama dengan instansi lain, 

dan mengawasi pelaksanaan kebijakan terkait. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah 

melakukan pengumpulan data kependudukan yang 

akurat dan pelatihan staf. Tantangan yang dihadapi 

termasuk kurangnya pemahaman masyarakat dan 

infrastruktur teknologi yang terbatas. Solusinya 

adalah aplikasi mobile dan portal informasi untuk 

memudahkan akses layanan serta meningkatkan 

sosialisasi. Pentingnya integrasi data dan kesadaran 

masyarakat juga diungkapkan, dengan harapan 

agar instansi lebih aktif dalam sosialisasi dan 

memanfaatkan teknologi untuk mempermudah 

akses layanan. 

C. Pengaturan teknis penyelenggaraan 

Dari perspektif masyarakat, ada harapan agar 

sosialisasi dan akses informasi diperbaiki, sehingga 

masyarakat lebih memahami prosedur dan 

pentingnya administrasi kependudukan. Hal ini 

menunjukkan adanya keselarasan antara upaya 

Dinas dan kebutuhan masyarakat untuk 

transparansi dan keterlibatan yang lebih baik. 

D. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan 

Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan 

bertujuan meningkatkan pemahaman peserta 

tentang tujuan dan manfaat kegiatan. Metode yang 

digunakan termasuk workshop, diskusi, dan media 

sosial untuk menjangkau audiens. Evaluasi dan 

umpan balik dari peserta penting untuk perbaikan 

di masa mendatang, yang pada akhirnya 

meningkatkan partisipasi dan keberhasilan 

kegiatan. 

Perwakilan masyarakat mengapresiasi upaya 

tersebut, tetapi juga menekankan perlunya 

peningkatan akses informasi melalui media sosial 

dan platform digital. Keterlibatan aktif masyarakat 
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dalam diskusi dinilai penting untuk memperkuat 

pemahaman dan komunikasi dua arah. 

E. Pelaksanaan kegiatan pelayanan 

Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di 

bidang Administrasi Kependudukan meliputi 

penerbitan dokumen resmi seperti KTP, akta 

kelahiran, dan akta kematian. Selain itu, instansi 

juga memberikan layanan pengurusan data 

kependudukan, melakukan sosialisasi tentang hak 

dan kewajiban warga, serta menyediakan bantuan 

konsultasi terkait administrasi kependudukan. 

Tujuannya adalah memastikan aksesibilitas dan 

kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan administrasi kependudukan. 

Dalam wawancara ini, dijelaskan bahwa Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah 

melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan 

pelayanan masyarakat, termasuk menyediakan 

layanan langsung di lokasi terpencil dan sistem 

pendaftaran online untuk memudahkan akses. 

Penggunaan media sosial untuk menyebarkan 

informasi dan pelatihan bagi petugas layanan 

juga menjadi fokus utama. Masyarakat 

mengapresiasi upaya tersebut, tetapi menekankan 

perlunya peningkatan dalam penyampaian 

informasi melalui platform digital serta 

keterlibatan masyarakat dalam diskusi untuk 

memastikan kebutuhan mereka terpenuhi 

F. Penugasan kepada Kelurahan dan 

Kecamatan 

Penugasan kepada Kelurahan dan Kecamatan 

mencakup pelaksanaan program pemerintah di 

tingkat lokal, koordinasi antara instansi dan 

masyarakat, penyuluhan untuk memberikan 

informasi kepada warga, serta pengawasan dan 

evaluasi program. Tugas ini penting untuk 

memastikan program berjalan efektif dan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. 

Dari hasil wawancara ini, peneliti menarik 

kesimpulan kelurahan dan kecamatan berperan 

penting dalam administrasi kependudukan, tetapi 

menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber 

daya dan kurangnya pelatihan. Pentingnya layanan 

langsung dan sistem pendaftaran online 

diungkapkan untuk mempercepat proses. 

Meskipun ada upaya pemerintah yang diapresiasi, 

masih terdapat kurangnya informasi dan akses bagi 

warga, sehingga diharapkan ada peningkatan 

sosialisasi dan pelatihan bagi petugas. 

G. Pengelolaan dan penyajian data 

Pengelolaan dan penyajian data kependudukan 

berskala kota mencakup pengumpulan, 

pemeliharaan, dan analisis data penduduk untuk 

mendukung perencanaan dan pengambilan 

keputusan. Proses ini melibatkan penggunaan 

sistem informasi yang terintegrasi, pemetaan 

demografis, serta pemantauan perubahan populasi. 

Data yang disajikan harus akurat dan mudah 

diakses, sehingga dapat digunakan oleh pemerintah 

dan masyarakat untuk berbagai keperluan, seperti 

pengembangan infrastruktur, pelayanan publik, dan 

perencanaan sosial. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Dinas 

melakukan verifikasi dan validasi data secara rutin 

untuk memastikan akurasi. Inovasi, seperti aplikasi 

mobile, penting untuk mempermudah akses 

informasi. Pelatihan bagi petugas diperlukan untuk 

menjaga kualitas data. Masyarakat mengapresiasi 

kemudahan akses, tetapi berharap ada peningkatan 

sosialisasi dan transparansi data. 

H. Koordinasi pengawasan 

Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan melibatkan kolabo-

rasi antara instansi pemerintah di berbagai tingkat, 

baik pusat maupun daerah. Tujuannya adalah 

memastikan kepatuhan terhadap peraturan, 

mengawasi pelaksanaan kebijakan, dan meningkat-

kan kualitas layanan. Pengawasan dilakukan 

melalui audit, evaluasi berkala, serta umpan balik 

dari masyarakat. Hal ini penting untuk 

meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan 

efektivitas dalam administrasi kependudukan. 

Hasil wawancara mengenai koordinasi 

pengawasan dalam administrasi kependudukan 

menekankan pentingnya kolaborasi antara instansi 

pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap 

peraturan dan meningkatkan kualitas layanan. 

Dinas menerapkan pengawasan rutin dan audit 

internal untuk mengidentifikasi area yang perlu 

diperbaiki, sementara evaluasi berkala digunakan 

untuk menemukan kekurangan dalam sistem. 

Faktor pendukung dan penghambat dari 

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 

Tahun 2009 (Studi Kasus Pasal 4) 

Faktor pendukung dari Peraturan Daerah Kota 

Palembang Nomor 2 Tahun 2009, khususnya Pasal 

4, dalam penyelenggaraan administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil meliputi 

komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan 

pelayanan publik, adanya sumber daya manusia 

yang terlatih, dan penggunaan teknologi informasi 

untuk mempermudah proses administrasi. 

Sementara itu faktor penghambatnya mencakup 

kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai 

peraturan ini, keterbatasan anggaran yang 
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berdampak pada fasilitas dan infrastruktur, serta 

adanya birokrasi yang rumit yang dapat 

menghambat proses pelayanan. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa 

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 

2009 memiliki peran penting dalam administrasi 

kependudukan. Faktor pendukungnya meliputi 

dukungan pemerintah dan penerapan teknologi 

informasi untuk meningkatkan pelayanan. Namun, 

tantangan signifikan muncul dari kurangnya 

sosialisasi kepada masyarakat dan keterbatasan 

anggaran yang menghambat pengembangan 

infrastruktur. Ditekankan pentingnya upaya untuk 

meningkatkan pemahaman masyarakat dan 

mencari solusi pendanaan agar layanan 

administrasi kependudukan dapat lebih efektif dan 

efisien. 

Pembahasan 

Sebagaimana dijelaskan, pengawasan adalah 

salah satu fungsi manajemen yang dilakukan oleh 

pimpinan untuk memastikan apakah kegiatan-

kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya berjalan 

sesuai rencana. Jika tidak sesuai, tindakan tertentu 

diperlukan untuk menanganinya. Apabila sudah 

sesuai, perhatian harus diberikan untuk 

meningkatkan kualitas hasil dalam mencapai 

tujuan organisasi. Pengawasan bukanlah untuk 

mencari siapa yang salah, melainkan untuk 

mengidentifikasi apa yang salah dan bagaimana 

cara memperbaikinya. 

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota 

Palembang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependu-

dukan dan Pencatatan Sipil di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Palembang (Studi Kasus Pasal 4) 

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, 

terlihat bahwa mereka menghargai upaya Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam 

memberikan pelayanan yang efisien dan 

terstruktur. Langkah-langkah yang telah diambil 

untuk mempercepat  proses  pengurusan  

dokumen  dianggap  positif,  dan  struktur 

organisasi yang jelas berkontribusi dalam 

mempermudah akses terhadap layanan.  

Pengurangan waktu tunggu dalam pelayanan 

juga menjadi sorotan utama. Banyak yang 

berpendapat bahwa waktu yang lama untuk 

mendapatkan layanan dapat menurunkan kepuasan 

masyarakat. Diharapkan Dinas dapat lebih fokus 

pada pengurangan waktu tunggu dan peningkatan 

kualitas pelayanan. 

A. Komunikasi 

Dalam konteks pelayanan publik, komuni-

kasi antara petugas dan masyarakat merupakan 

aspek yang sangat penting. Hasil wawancara 

menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan 

petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

untuk lebih proaktif dalam menjelaskan prosedur 

dan memberikan informasi yang diperlukan. 

Komunikasi yang jelas dan efektif dapat membantu 

mengurangi kebingungan di kalangan masyarakat, 

sehingga mereka lebih memahami langkah- 

langkah yang harus diambil dalam pengurusan 

dokumen administrasi. 

Dengan memperbaiki aspek komunikasi, Dinas 

tidak hanya dapat meningkatkan kepuasan 

masyarakat, tetapi juga menciptakan lingkungan 

yang lebih inklusif dan responsif terhadap 

kebutuhan warga. 

B. Sumber Daya 

Sumber daya merupakan faktor kunci dalam 

menentukan kualitas pelayanan yang diberikan 

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat 

menyadari pentingnya penyediaan sumber daya 

yang memadai, baik dalam bentuk tenaga kerja, 

infrastruktur, maupun teknologi. Ketersediaan 

petugas yang cukup dan terlatih akan berpengaruh 

langsung terhadap efisiensi dan efektivitas layanan 

yang diterima oleh masyarakat. 

Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan 

sumber daya manusia dan infrastruktur harus 

menjadi prioritas bagi Dinas. Dengan 

meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya 

yang ada, Dinas berpotensi untuk memberikan 

layanan yang lebih baik, memenuhi harapan 

masyarakat, dan menciptakan kepercayaan yang 

lebih besar terhadap institusi publik. 

C. Disposisi 

Disposisi atau sikap petugas dalam memberikan 

pelayanan sangat mempengaruhi pengalaman 

masyarakat saat berurusan dengan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hasil 

wawancara menunjukkan bahwa masyarakat 

mengharapkan sikap ramah, profesional, dan 

responsif dari petugas. Disposisi positif ini tidak 

hanya menciptakan suasana yang nyaman, tetapi 

juga meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap layanan yang diberikan. 

Dinas perlu memberikan pelatihan dan program 

pengembangan kepada petugas untuk meningkat-

kan disposisi mereka dalam melayani masyarakat. 

Dengan mengedepankan sikap terbuka dan 

bersahabat, Dinas dapat membangun hubungan 
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yang lebih kuat dengan masyarakat, yang pada 

gilirannya akan meningkatkan kepuasan dan 

loyalitas terhadap layanan administrasi 

kependudukan. 

D. Strukur Birokrasi 

Struktur birokrasi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil memainkan peranan penting 

dalam kelancaran pelayanan kepada masyarakat. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat 

menghargai adanya struktur organisasi yang jelas, 

yang memudahkan mereka dalam memahami alur 

pengurusan dokumen. Struktur yang terorganisir 

membantu memastikan bahwa setiap petugas 

memiliki tugas dan tanggung jawab yang spesifik, 

sehingga pelayanan dapat dilakukan secara efisien. 

Selain itu, komunikasi antar unit dalam 

birokrasi juga perlu diperkuat. Koordinasi yang 

baik antar bagian akan memastikan bahwa 

informasi dapat disampaikan dengan tepat dan 

cepat, serta mengurangi potensi kesalahan dalam 

proses pelayanan. Dengan demikian, penguatan 

struktur birokrasi yang responsif dan adaptif akan 

berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan 

administrasi kependudukan. 

2. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil 

Wawancara dengan berbagai narasumber 

memberikan gambaran mendalam mengenai 

penyelenggaraan administrasi kependudukan di 

Kota Palembang. Masyarakat mengapresiasi 

kemudahan akses informasi yang disediakan oleh 

Dinas, namun menekankan pentingnya pening-

katan sosialisasi terkait prosedur yang berlaku. Hal 

ini menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan 

transparansi dan kejelasan dalam setiap langkah 

administrasi yang mereka hadapi. 

Secara keseluruhan, wawancara ini 

menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara 

Dinas dan masyarakat dalam pengawasan dan 

peningkatan pelayanan administrasi kependu-

dukan. Peningkatan kualitas layanan tidak hanya 

bergantung pada mekanisme internal, tetapi juga 

pada umpan balik dari masyarakat. 

Dengan demikian, penelitian ini menekankan 

perlunya inovasi dan transparansi dalam 

administrasi kependudukan untuk mencapai 

pelayanan yang lebih baik. Keberhasilan sistem ini 

akan tercapai jika Dinas terus beradaptasi dengan 

kebutuhan masyarakat dan melibatkan mereka 

dalam setiap proses perbaikan yang dilakukan. 

A. Koordinasi penyelenggaraan 

Koordinasi penyelenggaraan administrasi 

kependudukan merupakan aspek penting dalam 

memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat 

berjalan dengan efektif dan efisien. Melalui 

koordinasi yang baik antarinstansi terkait, 

informasi dan data kependudukan dapat dikelola 

secara terintegrasi. Hal ini mencakup kolaborasi 

antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

dengan instansi pemerintah lainnya, seperti Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas 

Sosial. 

Koordinasi juga melibatkan penyelarasan 

kebijakan dan prosedur yang berlaku, sehingga 

setiap pihak memahami peran dan tanggung 

jawabnya dalam pengelolaan data kependudukan. 

Dengan adanya mekanisme koordinasi yang 

jelas, diharapkan pelayanan administrasi 

kependudukan dapat lebih responsif terhadap 

kebutuhan masyarakat. Selain itu, evaluasi berkala 

terhadap hasil koordinasi perlu dilakukan untuk 

mengidentifikasi kendala dan merumuskan solusi 

yang tepat. 

Melalui upaya koordinasi ini, diharapkan 

adanya peningkatan kualitas layanan, transparansi 

data, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem 

administrasi kependudukan. Koordinasi yang 

efektif akan menciptakan sinergi antara berbagai 

pihak dan mendukung pelaksanaan program-

program pemerintah dalam bidang kependudukan. 

B. Pembentukan Instansi Pelaksana 

Pembentukan instansi pelaksana di bidang 

administrasi kependudukan sangat penting untuk 

mengelola dan menyelenggarakan layanan secara 

efektif. Instansi ini bertanggung jawab untuk 

pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan 

pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data 

kependudukan. 

Fungsi lainnya adalah melakukan sosialisasi 

mengenai prosedur administrasi kepada 

masyarakat agar mereka lebih memahami layanan 

yang tersedia.  Dengan  adanya  instansi  

pelaksana  yang jelas,  diharapkan  proses 

administrasi kependudukan dapat berjalan dengan 

lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat. 

Instansi ini juga perlu dilengkapi dengan 

sumber daya manusia yang kompeten dan 

teknologi yang memadai untuk mendukung 

pelaksanaan tugasnya. Dengan demikian, 

pembentukan instansi pelaksana akan berkontribusi 

pada peningkatan kualitas layanan administrasi 

kependudukan dan memperkuat kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem yang ada. 

C. Pengaturan teknis penyelenggaraan 

Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi 
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kependudukan sangat penting untuk memastikan 

bahwa semua proses berjalan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Hal ini mencakup penetapan prosedur, 

standar operasional, dan mekanisme kerja yang 

jelas dalam pengelolaan data kependudukan. 

Selain itu, pengawasan dan evaluasi berkala 

terhadap pelaksanaan pengaturan teknis ini sangat 

penting. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

kendala yang mungkin muncul dan melakukan 

perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian, 

penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat 

terus ditingkatkan, sesuai dengan perkembangan 

dan kebutuhan masyarakat. 

D. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan 

Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan 

administrasi kependudukan merupakan langkah 

penting untuk meningkatkan pemahaman 

masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka. 

Melalui kegiatan sosialisasi, masyarakat diberikan 

informasi tentang prosedur pendaftaran, dokumen 

yang diperlukan, serta manfaat dari administrasi 

kependudukan. Ini membantu menciptakan 

kesadaran akan pentingnya kepemilikan dokumen 

resmi bagi setiap individu. 

Pelaksanaan pembinaan juga melibatkan 

pelatihan bagi petugas administrasi agar mereka 

dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan 

responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan 

meningkatkan kapasitas petugas, proses 

administrasi menjadi lebih efisien dan akurat. Hal 

ini berkontribusi pada peningkatan kepercayaan 

masyarakat terhadap instansi yang mengelola 

administrasi kependudukan. 

Selain itu, pembinaan dan sosialisasi harus 

dilakukan secara berkelanjutan untuk 

menyesuaikan dengan perkembangan regulasi dan 

teknologi. Melalui strategi komunikasi yang 

efektif, diharapkan informasi dapat tersampaikan 

dengan baik, sehingga masyarakat merasa lebih 

terlibat dan memahami pentingnya administrasi 

kependudukan dalam kehidupan sehari-hari. 

E. Pelaksanaan kegiatan pelayanan 

Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di 

bidang administrasi kependudukan merupakan 

aspek krusial dalam memastikan aksesibilitas dan 

kualitas layanan bagi warga. Kegiatan ini 

mencakup pendaftaran penduduk, pengeluaran 

dokumen kependudukan, dan pelayanan informasi 

yang jelas dan akurat. Dengan memanfaatkan 

teknologi, proses pelayanan dapat dilakukan secara 

efisien, seperti melalui aplikasi online yang 

memungkinkan masyarakat untuk mengakses 

layanan tanpa harus datang langsung ke kantor. 

Evaluasi berkala terhadap kegiatan pelayanan 

sangat diperlukan untuk mengidentifikasi area 

yang perlu diperbaiki. Melalui umpan balik dari 

masyarakat, Dinas dapat merumuskan langkah-

langkah perbaikan yang tepat, sehingga pelayanan 

administrasi kependudukan semakin baik dan 

sesuai dengan harapan warga. Dengan demikian, 

pelaksanaan kegiatan ini akan mendukung 

terciptanya sistem administrasi yang lebih 

transparan dan akuntabel. 

F. Penugasan kepada Kelurahan dan 

Kecamatan 

Penugasan kepada kelurahan dan kecamatan 

untuk penyelenggaraan sebagian urusan 

administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas 

perbantuan adalah langkah strategis untuk 

mendekatkan layanan kepada masyarakat. Dengan 

melibatkan tingkat pemerintahan lokal, proses 

administrasi menjadi lebih efisien dan responsif 

terhadap kebutuhan warga. Kelurahan dan 

kecamatan dapat berperan sebagai garda terdepan 

dalam pelaksanaan pendaftaran penduduk, 

pengeluaran dokumen, dan pelayanan informasi. 

Pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan tugas ini juga tidak dapat diabaikan. 

Dinas perlu melakukan monitoring secara berkala 

untuk memastikan bahwa kelurahan dan 

kecamatan menjalankan tugasnya sesuai dengan 

ketentuan. Dengan pendekatan ini, diharapkan 

administrasi kependudukan menjadi lebih 

transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh 

masyarakat. 

G. Pengelolaan dan penyajian data kependu-

dukan berskala kota adalah aspek penting 

dalam perencanaan dan pengambilan 

keputusan yang berorientasi pada 

masyarakat. 

Pengelolaan dan penyajian data kependudukan 

berskala kota adalah aspek penting dalam 

perencanaan dan pengambilan keputusan yang 

berorientasi pada masyarakat. Proses ini 

melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis 

data yang akurat mengenai jumlah penduduk, 

demografi, serta distribusi geografis. Dengan data 

yang valid, pemerintah kota dapat merumuskan 

kebijakan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. 

Selain itu, transparansi dalam penyajian data 

sangat penting untuk membangun kepercayaan 

masyarakat. Dengan menyediakan informasi yang 

mudah diakses, warga dapat memahami bagaimana 

kebijakan dan program pemerintah berdampak 
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pada kehidupan mereka. Ini mendorong partisipasi 

aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan 

pengambilan keputusan, sehingga menciptakan 

lingkungan yang lebih inklusif dan responsif. 

H. Koordinasi pengawasan atas penyeleng-

garaan Administrasi Kependudukan 

Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan 

administrasi kependudukan merupakan langkah 

penting untuk memastikan bahwa semua proses 

berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pengawasan ini melibatkan berbagai pihak, 

termasuk pemerintah pusat, daerah, dan instansi 

terkait, untuk memastikan keterpaduan dalam 

pelaksanaan administrasi. Melalui koordinasi yang 

baik, potensi masalah dapat diidentifikasi dan 

ditangani secara cepat. 

Pentingnya pelatihan dan pengembangan 

kapasitas bagi petugas juga harus diperhatikan 

dalam koordinasi pengawasan. Dengan 

meningkatkan kompetensi petugas, diharapkan 

mereka dapat melaksanakan tugas dengan lebih 

baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

Melalui upaya koordinasi yang berkelanjutan, 

administrasi kependudukan dapat berjalan dengan 

lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap 

kebutuhan masyarakat. 

3. Faktor Penghambat dan Pendukung yang 

ada di Implementasi Peraturan daerah 

Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penyeleng-

garaan Administrasi Di Dinas Kependudu-

kan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang 

(Studi Kasus Pasal 4) 

Dalam melaksanakan suatu aktivitas tentunya 

tidak akan pernah terlepas dari munculnya kendala 

atau hambatan baik yang bersifat kecil 

maupunbesar.Tanpa terkecuali dengan pelaksanaan 

pengawasan 

1. Faktor Penghambat 

a) Keterbatasan Anggaran 

b) Kurangnya Sosialisasi 

c) Birokrasi yang Rumit 

d) Tingkat Pendidikan Masyarakat 

e) Pengawasan yang Lemah 

2. Faktor Pendukung 

a) Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) 

b) Infrastruktur Teknologi 

c) Kesadaran Masyarakat 

d) Dukungan Pemerintah 

e) Kerjasama dengan Lembaga Lain 

E. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

yang telah dijabarkan maka dapat ditarik 

kesimpulan yaitu: 

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota 

Palembang Nomor 2 Tahun 2009 terkait 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

menunjukkan upaya peningkatan akses dan 

kualitas layanan. Keberhasilan kebijakan ini 

dapat diukur melalui indikator seperti waktu 

pelayanan, kepuasan masyarakat, jumlah 

dokumen yang diproses, dan efektivitas 

sosialisasi layanan. Pemantauan terhadap 

indikator-indikator ini penting untuk 

memastikan bahwa layanan yang diberikan 

memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif. 

2. Tentang Peraturan Daerah Kota Palembang 

Nomor 2 Tahun 2009, khususnya pada Pasal 4, 

menunjukkan bahwa faktor pendukung dalam 

penyelenggaraan administrasi kependudukan 

dan pencatatan sipil meliputi adanya dukungan 

regulasi yang jelas, peningkatan fasilitas, dan 

partisipasi masyarakat. Sementara itu, faktor 

penghambatnya adalah kurangnya sosialisasi 

terhadap peraturan, keterbatasan sumber daya 

manusia, serta masalah teknis dalam 

pelaksanaan. 

Saran 

Berdasarkan hasil simpulan yaitu: 

1. Sebaiknya untuk meningkatkan implemen-

tasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 

2 Tahun 2009 dalam administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil mencakup 

peningkatan kualitas pelatihan bagi petugas, 

pengembangan sistem informasi yang lebih 

efisien, dan peningkatan sosialisasi kepada 

masyarakat. Selain itu, penting untuk rutin 

mengevaluasi indikator seperti waktu 

pelayanan, kepuasan masyarakat, dan jumlah 

dokumen yang diproses untuk memastikan 

layanan tetap responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat. 

2. Hendaknya perluasan sosialisasi mengenai 

peraturan kepada masyarakat dan pemangku 

kepentingan untuk meningkatkan pemahaman 

dan partisipasi. Selain itu, peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia melalui 

pelatihan serta penyediaan fasilitas yang 

memadai sangat penting untuk mendukung 

pelaksanaan administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil. Dengan langkah-langkah ini, 

diharapkan efektivitas dan efisiensi layanan 

dapat meningkat, sehingga memenuhi 

kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. 
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